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Hasil Wawancara Kementrian PUPR Jawa Tengah 

Rencana pembangunan Proyek Jalan Tol Batang - Semarang berdasarkan 

aspek hukum menunjukkan hasil yang layak untuk dilaksanakan berdasarkan 

kesesuaian perencanaan pada peraturan yang berlaku, menurut Kementrian PUPR 

Jawa Tengah: 

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 

KUH Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; 

5. Peraturan Pemerintah No 27/2014; 

6. Peraturan Pemerintah No 15/2015; dan 

7. Peraturan Pemerintah No 38/2015. 
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Hasil Wawancara Jasa Marga Batang-Semarang 

Hasil Studi kelayakan tentang proyek jalan tol Batang – Semarang, yang 

dilakukan oleh Jasa Marga: 

1. Ruang lingkup kegiatan proyek merupakan proyek yang akan beroperasi 

dalam bidang pembangunan jalan untuk kepentingan umum yang dibentuk 

menjadi jenis jalan bebas hambatan atau biasa disebut sebagai jalan tol. 

2. Proyek pembangunan jalan tol Batang – Semarang merupakan proyek 

jalan tol yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017. 

3. Jalan Tol Batang–Semarang, merupakan jalan tol yang menghubungkan 

daerah Batangdengan Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan 

bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan 

menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. 

4. Proyek tersebut merupakan proyek yang tidak ditangani sendiri atau 

proyek yang dalam pengerjaannya diserahkan pada Waskita Toll Road. 

5. Berdasarkan hasil evalausi aspek yang menentukan berhasilnya seluruh 

proyek. Identifiasi faktor kunci keberhasilan terhadap proyek ada pada 

tahapan negosiasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan sistem yang 

cepat, mudah dan langsung pada tujuan. 

6. Sarana yang diperlukan dalam proyek merupakan tidak hanya material, 

tenaga kerja dan kebutuhan untuk proses pembangunan tetapi fasilitas 

pendukung seperti transportasi, akses menuju proyek bagi para pekerja 

yang difasilitasi dengan baik oleh perusahaan dan tersedianya fasilitas 

mengenai kebutuhan atas terjaminnya keselamatan kerja dan asuransi 

kesehatan.  

7. Hasil kegiatan proyek jalan tol ini merupakan terbangunnya jalan tol 

Batang – Semarang sepanjang 75 (tujuh puluh lima) kilometer tersebut 

dengan biaya yang ditanggung sebesar Rp 11.050 Triliun. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Pemalang-Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Trans_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Merak,_Cilegon
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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Hasil Wawancara Jasa Marga Batang-Semarang 

Pada perjanjian built operate and transfer proyek jalan tol Batang – 

Semarang, terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya beserta peran penting 

yang dilakukan dalam proses pelaksanaan proyek ini, yaitu : 

1. PT Jasa Marga Tbk 

2. PT Waskita Karya 

3. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  

4. Tim Penilai Harga Tanah (Appraisal) 

5. Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah 

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

7. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Pembangunan jalan tol Batang-Semarang, berdasarkan hitungan PT 

Jasamarga Semarang Batang (JSB) memerlukan dana investasi sebesar Rp 7,23 

triliun. Sementara biaya pembebasan tanah sebesar Rp 554 triliun dan Rp 4,21 

triliun untuk keperluan konstruksi. 

Sampai pada bulan Maret 2018 pihak PT Jasamarga Semarang Batang 

(JSB) dan Waskita Toll Road sudah menanggung biaya sebesar Rp 11.050 triliun. 

Pembengkakan biaya terjadi akibat terdapat pembengkakkan dalam pemenuhan 

kebutuhan atas pembebasan lahan sebesar Rp 5,8 triliun. 

Pada ruas jalan tol Batang-Semarang, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 

telah melakukan penetapan tarif jalan tol. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 
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menetapkan tarif tol Batang-Semarang sejumlah Rp 1.100 per km. Berdasarkan 

perhitungan tarif tol Batang-Semarang, maka biaya yang diperlukan untuk 

melewati tol Batang-Semarang sepanjang 75 km mencapai Rp 82.500. 

 


